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RINGKASAN 

 

 

Kepailitan secara apriori dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan 

karena kesalahan dari debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan 

utang tidak mampu dibayar. Kepailitan Syariah  yang sudah diatur dalam Pasal 5 

ayat (2) Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang KHES, namun karena pengaturannya 

tidak lengkap atau tidak jelas hukumnya sehingga dapat dikatakan sebagai 

kekosongan hukum. Kekosongan norma hukum positif merupakan kondisi ketika 

norma atau kaidah hukum positif terkait fakta hukum tertantu tidak dapat ditentukan 

aturan hukum positifnya.  Kekosongan hukum (hukum disetarakan dengan Undang-

undang).  

Terdapat fenomena-fenomena sosial yang terjadi karena Kepailitan Syariah 

dalam Keadaan Kosong norma hukum (rechtsvacuum/leemten in hetrecht), maka 

Terkait Perkara Kepailitan Syariah ditangani oleh Pengadilan Niaga antara lain: 

Pertama, Putusan Mahkamah Agung Nomor 725 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 9 Februari 

2012 antara PT Bank BNI Syariah Terhadap Deni Hamdani, SH. Dalam hal ini PT 

Bank BNI Syariah sebagai Kreditur yang memiliki hak mengajukan Permohonan 

Pailit dan Keberatan namun di tolak oleh Mahkamah Agung. 

Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 

Tanggal 28 Desember 2014 antara Haji Mujiono Rachmat melawan PT. Bank 

Syariah Bukopin. dalam hal ini PT. Bank Syariah Bukopin sebagai Kreditur 

mengajukan Permohon Pailit terhadap Debiturnya yaitu  Haji Mujiono Rachmat, 

padahal Perikatan antara keduanya menggunakan Prinsip syariah yang harusnya 

tunduk dan patuh pada Pasal 49 huruf (i) UU Peradilan Agama jo. Pasal 5 ayat (2) 

Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang KHES, namun  karena pengaturannya tidak 

lengkap atau tidak jelas hukumnya sehingga dapat dikatakan sebagai kekosongan 

hukum sehingga Kepailitan syariah tunduk dan patuh pada U Pasal 2 jo. Pasal 300 jo 

Pasal 1 angka 7 U kepailitan dan PKPU. Perkara Tersebut merugiakan Haji Mujiono 

Rachmat sebagai Debitur ingin menyelsaikan di Pengadilan Agama karena telah 

menggunakan Prinsip Syariah sebagai akad dalam Perjanjian dengan PT. Bank 

Syariah Bukopin. 

Bahwa atas fenomena-fenomena sosial tesebut diatas dapat dilihat bahwa 

Debitur dan Kreditur dalam Akad Syariah pada Bank Syariah sebagai Kreditur dan 

Debiturnya masih tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (UU Kepailitan dan PKPU). UU Kepailitan dan PKPU ini mengatur untuk 

sistem ekonomi konvensional, mengingat Indonesia dewasa ini telah 

memberlakukan sistem ekonomi ganda (dual economic system), yaitu sistem 

ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah.  
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Indonesia memasuki abad ke-21, hukum Islam berkembang kepada bidang 

ekonomi yang ditandainya dengan lahirnya Bank Syariah, Asuransi Takaful, Pasar 

Modal Syariah, dan sebagainya. Terkait dengan model ekonomi Islam yang dianut 

oleh Indonesia, maka model sistem ekonomi ganda (dual economic system) adalah 

pilihan dari pemerintah Indonesia. Dengan demikian, Indonesia sama halnya juga 

dengan mayoritas negara lainnya memperlakukan secara bertahap. Ini artinya 

berbagai peraturan dan produk hukum ekonomi Islam akan terus berkembang di 

Indonesia sesuai dengan kebutuhan atau desakan dari para pemangku kepentingan 

ekonomi Islam di Indonesia.  

Bila di bandingkan dengan Negara Arab Saudi yang menerapkan sistem 

ekonomi syariah dan menerapakan hukum kepailitan yang berbasis pada prinsip 

syariah, pengaturan kepailitannya berbeda dengan UU Kepailitan dan PKPU di 

Indonesia. Berdasarkan peraturan Kerajaan Saudi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang 

Kepailitan diatur bertujuan untuk mengatasi perusahaan bermasalah dan di ambang 

kehancuran, sistem kepailitan berisi beberapa langkah, seperti penyelesaian 

preventif dan reorganisasi keuangan.   

Pengaturan Kepailitan di Arab Saudi yang memegang Prinsip Syariah 

berbeda pengaturannya dengan UU Kepailitan dan PKPU di Indonesia. Di Arab 

Saudi, Kepailitan adalah salah satu masalah terpenting dalam hal dukungan bagi 

perusahaan dan lembaga untuk melanjutkan bisnis mereka daripada melumpuhkan 

mereka, mendorong investasi di Arab Saudi, meningkatkan aktivitas ekonomi dan 

menarik investor internasional.  

Menurut Gustav Radburg, pertimbangan atau aspek hukum harus memenuhi 

ajaran tiga nilai dasar yang harus terintegrasikan dalam hukum. Ajaran Gustav 

Radburg menyatakan bahwa hukum harus memuat tiga nilai dasar yaitu nilai 

keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan 

(aspek sosiologis). Setiap pengaturan hukum harus dapat dikembalikan 

keabsahannya pada 3 (tiga) nilai dasar tersebut.  

Ajaran-ajaran tersebut adalah aspek filosofis bahwa dibentuknya UU 

Kepalitan dan UU Peradilan Agama agar memenuhi amanat UUD NRI 1945, 

sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, bertujuan 

mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. 

Indonesia sebagai Negara Hukum wajib melindungi segenap Bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini 

terlihat pada tujuan negara yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945  ini merupakan landasan 

filosofis. 
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Adanya fenomena-fenomena tersebut menimbulkan problem hukum yang 

menurut pemahaman secara filosofis, yuridis serta sosiologis dalam sisi paradigma 

pembangunan hukumnya. Bahwa belum ada jaminan untuk menegakkan keadilan, 

kepastian hukum, kemanfaatan hukukm, yang mampu memberikan jaminan 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan seperti yang diamanatkan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 sehingga terdapat Urgensi untuk mengatur kepailitan 

syariah yang kewenangannya diberikan kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, 

penulis tertarik untuk menganalisis dan menemukan “Kewenangan Pengadilan 

Agama Mengadili Kepailitan Syariah.” Rumusan permasalahan dalam disertasi ini 

yaitu 1. Urgensi Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah. dan 

2. Konsep Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah. Penelitian 

ini mengunakan Landasan Teori yaitu Teori Kewenangan; Teori Tujuan Hukum; 

Teori Perlindungan Hukum; Teori Jaminan dan Teori Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan Serta Konsep Kewenangan Pengadilan Agama dan Konsep 

Kepailitan Syariah. 

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam disertasi ini adalah Penelitian 

hukum normatif atau doktrinal. Soejono Soekanto mengemukakan bahwa Penelitian 

hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai 

penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau 

ditujukan hanya pada peraturan. Pendekatan yang digunakan dari beberapa 

pendekatan diatas adalah pendekatan filosofi (philosophical approach), Pendekatan 

peraturan perundang-perundang (statute approach), pendekatan konseptual 

(conceptual approach), dan Pendekatan Komparatif (comparative approach). 

Dengan menggunakan sumber bahan hukum primer yakni sumber bahan hukum 

yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait tulisan ini dan sumber 

bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku refferensi hukum terkait. Teknik 

pengumpulan dan pengolahan bahan hukum penelitian disertasi ini pengumpulan 

bahan hukum dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka dan peraturan 

perundang-undangan terkait. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yakni 

pengumpulan bahan hukum gramatikal, sistematis dan komparatif.  

Hasil penelitian disertasi ini yakni Urgensi Kewenangan Pengadilan Agama 

Mengadili Kepailitan Syariah terdapat 3 (tiga) Alasan Yaitu Alasan Filosofis, 

Yuridis, Sosiologis dan Teoritis. Konsep Lembaga yang berwenang mengadili 

Kepailitan Syariah di Indonesia adalah Pengadilan Niaga Syariah yang berada pada 

Lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, mengadopsi 

pada Negara Mesir, Arab Saudi, Malaysia yang menunjuk Lembaga khusus untuk 

mengadili perkara kepailitan syariah. 
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Abstract 

 

 

Bankruptcy is a priori considered a failure caused by an error on the part 

of the debtor in running his business, causing the debt to be unable to be paid. 

Currently, the settlement of Islamic Bank disputes, especially bankruptcy, 

is experiencing legal problems or problems, namely the legal vacuum in the 

regulation of Sharia Bankruptcy. Sharia Bankruptcy which still has no regulation / 

legal vacuum so that it still uses the Bankruptcy Legal System adopted by the Law of 

the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and 

Suspension of Debt Payment Obligations. 

The formulation of the problem in this dissertation is 1. The Urgency of the 

Authority of the Religious Courts to Adjudicate Sharia Bankruptcy. and 2. Concept 

of Authority of Religious Courts to Adjudicate Sharia Bankruptcy. Using the Theory 

of Authority Theory; Theory of Legal Objectives; Legal Protection Theory; Theory 

of Guarantee and Theory of Formation of Legislation and the Concept of Authority 

of the Religious Courts and the Concept of Sharia Bankruptcy. 

This dissertation uses a research method with a normative or doctrinal 

legal research type. The approaches used from the several approaches above are 

the philosophical approach, the statutory approach, the conceptual approach, and 

the comparative approach. 

The result of this dissertation research is that Bankruptcy Cases in 

Indonesia have not specifically dealt with Sharia Bankruptcy using sharia 

principles/sharia contracts. There are 3 (three) reasons for the urgency of the 

authority of the Religious Courts to adjudicate Sharia Bankruptcy, namely 

philosophical reasons, sociological reasons, and juridical reasons. 

The concept of the authority of the Religious Courts to adjudicate sharia 

bankruptcies is the concept of the Bankruptcy Institution in adjudicating Sharia 

Bankruptcy in Indonesia, namely the Religious Courts. Those who promote Peace 

maximize the value of on-going business and maintain the social benefits of business 

existence by Restructuring to develop plans to restructure the business of finance 

and merchant administration. 

 

Keywords: Concept of Authority, Sharia Bankruptcy, Religious Courts 
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